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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kegelisahan atas jarak antara ideal
sistem pendaftaran tanah yang menjanjikan kepastian dan
perlindungan hukum dengan praktik yang masih memunculkan
sengketa akibat kekeliruan letak objek tanah. Dalam perkara
perdata, kekeliruan ini menimbulkan persoalan ketika sertifikat
hak milik sebagai alat bukti kuat berhadapan dengan Letter C dan
bukti penguasaan fisik historis, sehingga penting dikaji apakah
sistem pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus
sengketa salah letak objek tanah telah mewujudkan perlindungan
hukum dan keadilan yang tidak hanya formil, tetapi juga materiil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat
deskriptif-analitis dengan pendekatan kasus terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk.
Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dan hukum acara
perdata, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur
dan penelitian terdahulu, yang dianalisis menggunakan teori beban
pembuktian, teori pembuktian bebas (vrije bewijswaardering), dan
teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa beban pembuktian
kekeliruan letak .objek tanah dibebankan kepada penggugat yang
mendalilkan ‘salah - letak, namun penggugat tidak berhasil
membuktikan identitas yuridis objek sengketa secara meyakinkan
sehingga sertifikat hak milik tetap memiliki kekuatan pembuktian
sebagai akta otentik. Hakimmenerapkan prinsip pembuktian bebas
dengan menilai secara keseluruhan sertifikat, data pertanahan,
Letter C, keterangan saksi, dan fakta lapangan, lalu menolak
gugatan serta mempertahankan kedudukan hukum pemegang
sertifikat, sehingga menegaskan fungsi sertifikat sebagai alat bukti
kuat dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif ketika
klaim kekeliruan letak objek tidak terbukti secara memadai.

Kata kunci: kekeliruan letak objek tanah, beban pembuktian, vrije
bewijswaardering, sertifikat hak milik, perlindungan hukum



ABSTRACT

This research is motivated by a concern about the gap between the
ideal of the land registration system, which promises legal
certainty and protection, and the practical reality that still gives rise
to disputes due to erroneous land object locations. In civil cases,
such errors create problems when land ownership certificates as
strong evidence confront Letter C and evidence of historical
physical possession, making it important to examine whether the
evidentiary system and judicial reasoning in resolving disputes
over erroneous land object locations have realized legal protection
and justice that are not only formal but also material.

This study is a normative legal research with a descriptive-
analytical character using a case approach to the Mojokerto
District Court Decision Number 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Primary
legal materials consist of court decisions and legislation in the
fields of land law and civil procedural law, while secondary legal
materials are obtained from literature and previous research, all of
which are analyzed using the theory of burden of proof, the theory
of free evaluation of evidence (vrije bewijswaardering), and the
theory of legal protection.

The findings indicate that the burden of proving the erroneous land
object location is placed on the plaintiffalleging the misplacement,
yet the plaintiff fails to convincingly prove the juridical identity of
the disputed object, ‘so that| the land ownership certificate retains
its probative, force as,an authentic' deed: The gudges apply the
principle of free evaluation. of ‘evidence by comprehensively
assessingithe certificate, land data, Letten C;ywitness testimonies,
and factual conditions on site, then dismiss the ‘claim and uphold
the legal position of the certificate holder, thereby reaffirming the
function of the certificate as strong evidence within a negative land
registration system with positive tendencies when claims of
erroneous land object location are not sufficiently proven.

Keywords: erroneous land object location, burden of proof, vrije
bewijswaardering, land ownership certificate, legal protection
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan capital asset yang memiliki nilai
ekonomis tinggi dan sekaligus menjadi social asset yang
memiliki nilai filosofis, sosial, kultural, dan ekologis dalam
kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara hukum
Indonesia, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat
bermukim bagi umat manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi
keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh.negara dan.digunakan-untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.!

Secara normatif, hukum pertanahan nasional
menghendaki agar pendaftaran tanah mampu memberikan

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan,
2003), him. 24.



atas tanah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA)? yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi
positif, dimana data yang tercantum dalam sertifikat hak atas
tanah dianggap benar dan harus dihormati selama tidak
dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum. Pasal 19
UUPA secara tegas mengamanatkan pemerintah untuk

menyelenggarakan pendaftaran

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
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tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai instrumen utama
penciptaan kepastian hukum. Amanat tersebut kemudian
diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menempatkan sertifikat hak
atas tanah sebagai produk akhir pendaftaran dan sekaligus sebagai
alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1).! Dengan
demikian, secara ideal sertifikat hak atas tanah seharusnya mampu
memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan

melindungi pemegang hak yang beritikad baik

Dalam praktik penyelenggaraan pendaftaran tanah,
tidak jarang ditemukan adanya kesalahan atau cacat dalam
proses’ penerbitan-sertifikat ‘'yang mengakibatkan timbulnya
sengketa pertanahan. Gayatri, ~ Seputra, ~ dan~ Suryani
mengidentifikasi bahwa cacat administrasi dalam penerbitan
sertifikat dapat terjadi karena kesalahan objek seperti

kesalahan dalam pemetaan dan pengukuran tanah, maupun

! Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Pasal 32 ayat (1).
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kesalahan subjek seperti kesalahan dari pemohon yang tidak
memberikan keterangan dengan benar.> Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 dalam Pasal 107 mengatur secara rinci mengenai
cacat hukum administratif yang meliputi salah prosedur, salah
penerapan peraturan perundang-undangan, salah objek hak
salah subjek hak salah jenis hak, salah perhitungan luas,
adanya tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau fisik
tidak benar, dan kesalahan lain yang bersifat administratif.’
Khusus mengenai kekeliruan letak objek tanah, hal ini
merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi
dalam praktik pertanahan.* Kekeliruan letak objek tanah dapat
terjadi. akibat kekurangan data) ifisikiseperti peta wilayah

administrasi, kesalahan ‘pada registrast tanah /'sebelumnya,

2 Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani,
"Pembatalan  Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat
Administrasi," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 79-83.

3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107.

4 Maryani Ulfiyah dan Edith Ratna M.S., "Perlindungan Hukum
Pemilik Sertifikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di
Sertifikat," NOTARIUS, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 292-310.
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maupun kelalaian petugas dalam melakukan pengukuran dan
pemetaan.” Ulfiyah dan Ratna dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa kesalahan letak objek tanah pada
sertifikat dapat disebabkan oleh kurang disiplin dan tertibnya
kinerja pejabat publik yang terkait dengan sektor pertanahan
dalam melaksanakan tugas administratif pendaftaran tanah.®
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur
mekanisme pembatalan produk hukum yang dapat dilakukan
karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan shukum: tetap.’ Harsono ymenegaskan bahwa sistem

publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia

> Syahrial Arsyi Baihaqi dan Aisyah Ayu Musyafah, "Registrasi
Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi
Kantor Pertanahan," NOTARIUS, Vol. 17, No. 3, 2024, him. 2240.

6 6 Maryani Ulfiyah dan Edith Ratna M.S., "Perlindungan Hukum
Pemilik Sertifikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di
Sertifikat," NOTARIUS, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 295.

7 Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 29.
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memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat melalui
lembaga rechtsverwerking, namun tidak menghilangkan
kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa
memiliki hak yang lebih kuat.?

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang
beritikad baik menjadi relevan ketika sertifikat terancam
dibatalkan. Widodo Dwi Putro menegaskan bahwa
perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak yang
memperoleh tanahnya dengan itikad baik (good faith), yaitu
suatu sikap batin dimana ia tidak mengetahui adanya cacat
hukum saat perolehan hak. Mahkamah Agung secara konsisten
memberikan perlindungan ini, terutama bagi pembeli yang
telah menempuh prosedur yang  sah-danmelakukan kehati-
hatian yang wajar’

Kesenjangan antara jaminan kepastian hukum normatif

sertifikat dengan realita penguasaan fisik tanah di lapangan

8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan,
2003), hlm. 483.

® Widodo Dwi Putro, "Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik
dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah," Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6,
No. 1, 2020, hlm. 15.
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secara nyata tercermin dalam perkara yang diperiksa oleh
Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor
32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Sengketa a quo bermula ketika Para
Penggugat selaku ahli waris dari Supardi mengklaim
kepemilikan atas sebidang tanah pertanian seluas 1.840 m? di
Dusun Putat, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto, berdasarkan Buku Letter C Nomor 462 Persil
Nomor 97 S II atas nama Supardi P. Rudijah yang diperoleh
dari hasil transaksi jual beli pada tahun 2009. Konflik hukum
muncul secara konkret ketika Para Penggugat mendalilkan
telah terjadi kekeliruan letak objek tanah (salah letak), di mana
tanah fisik yang dikuasainya secara turun-temurun tersebut
ternyatay diklaimcoleh [Tergugat il (Sumartini)itelah diterbitkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439 dengan luas 1.147 m?.
Berdasarkan Buku Peta ‘Desa Nomor 652, Para Penggugat
bersikeras bahwa posisi tanah Tergugat I yang sebenarnya
terletak di sebelah Selatan dekat dengan Tanah Kas Desa
(TKD), sehingga pengalihan hak melalui jual beli dari Tergugat

I kepada Tergugat II (drh. Irawan Tirtowidjaja) yang
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ditindaklanjuti dengan penguasaan fisik berupa pengurukan
tanah menggunakan sirtu digugat sebagai Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Di dalam persidangan, perkara ini memperlihatkan
kompleksitas benturan alat bukti yang sangat kontras guna
menemukan kebenaran materiil terkait letak objek tanah. Guna
membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat bersandar
pada alat bukti formil berupa kutipan Letter C Desa, bukti
pembayaran SPPT PBB, serta didukung oleh alat bukti
kesaksian materil dari Kepala Desa Mojorejo dan Kasi
Pemerintahan setempat yang membenarkan adanya indikasi
tertukarnya letak objek sertifikat di lapangan. Sebaliknya,
Tergugat 1ITbersama, \Badan rPertanahan ; Nasional (BPN)
Kabupaten: Mojokerto “selaku Tergugat " IV /menyajikan
kekuatan “pembuktian ‘otentik substantif yang menegaskan
bahwa SHM Nomor 439 tersebut bukan produk kekeliruan dari
program pendaftaran tanah kontemporer, melainkan telah
diterbitkan secara sah sejak 20 September 1996 melalui

prosedur Konversi Bekas Gogolan berdasarkan Surat
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Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur
Tahun 1964. Kondisi faktual ini menempatkan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mojokerto pada posisi krusial untuk
menerapkan beban pembuktian secara adil dan melakukan
pembobotan alat bukti antara kekuatan pembuktian SHM
sebagai akta otentik yang bernilai sempurna melawan
pembuktian dokumen ikutan desa (Letfer C) beserta kesaksian
perangkat desa. Melalui pertimbangan hukumnya, hakim
akhirnya menolak gugatan tersebut karena menilai Para
Penggugat tidak mampu meruntuhkan kekuatan pembuktian
formil sertifikat yang telah terbit sejak tahun 1996 tersebut.
Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk dipilih sebagai objek penelitian
ini karena memiliki signifikansi akademik yang sangat relevan
untuk menguji ketahanan'sistem publikasi negatif bertendensi
positif di Indonesia. Karakteristik perkara ini tidak hanya
merepresentasikan kompleksitas pembuktian kekeliruan letak
objek tanah dalam perkara perdata, tetapi juga menjadi

instrumen krusial untuk menganalisis penerapan prinsip vrije
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bewijswaardering oleh hakim dalam menentukan kebenaran
materiil ketika dihadapkan pada benturan akta otentik melawan
dokumen historis desa. Melalui pendekatan tersebut, hasil
analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pertanahan
nasional, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi
penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional dalam

menangani sengketa sejenis di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembuktian kekeliruan letak objek
tanah dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk?

2. Bagaimana pertimbangan hakim menilai dan membobot
alat . bukti, untuk , memberikan, perlindungan kepada

pemegang sertifikat dalam putusan tersebut?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Menganalisis mekanisme pembuktian kekeliruan
letak objek tanah dalam Putusan Nomor
32/Pdt.G/2023/PN Mjk?

b. Menganalisis pertimbangan hakim menilai dan
membobot alat  bukti untuk memberikan
perlindungan kepada pemegang sertifikat dalam

putusan tersebut?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Memberikan . kontribusi, -, teoretis terhadap
pengembangan hukum agraria dan. hukum acara
perdata, | khususnya/ dalam [kajian pembuktian
kekeliruan letak objek tanah melalui analisis
penerapan teori beban pembuktian dan pembobotan
alat bukti oleh hakim dalam perkara perdata.

b. Kegunaan Praktis
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Menjadi pedoman bagi hakim, advokat, dan
Badan Pertanahan Nasional dalam membobot alat
bukti kekeliruan letak objek tanah, serta sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan ketelitian
administrasi pertanahan untuk meminimalkan cacat

sertifikat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan upaya peneliti untuk
mengkaji  hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.
Dalam konteks penelitian mengenai pembuktian kekeliruan
letak objek tanah, peneliti telah melakukan pencarian dan
analisis (terhadap, berbagai literatur yang berkaitan dengan
pembatalan_sertifikat hak atas tanah, cacat administrasi, dan

mekanisme pembuktian dalam sengketa pertanahan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan,
ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki

relevansi tinggi dengan topik yang akan diteliti, antara lain:
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Pertama, penelitian Marsella Paramita Subagyo Putri
(2024) dengan judul "Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Atas
Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus
Putusan Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY)".!
Penelitian ini merupakan skripsi dari Program Studi Diploma
IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta yang mengkaji secara mendalam faktor penyebab
gugatan pembatalan hak atas tanah, mekanisme pembatalan
sertifikat, dan akibat hukum dari pembatalan tersebut.
Penelitian Marsella menggunakan metode yuridis normatif-
empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi
kasus, yang memadukan analisis dokumen hukum dengan
wawancara| langsung 1 kepada |pihak Kantor Pertanahan dan

PTUN Surabaya.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah

sama-sama menganalisis putusan pengadilan sebagai studi

10 Marsella Paramita Subagyo Putri, "Analisis Pembatalan Sertifikat
Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan
Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY)," Skripsi Program Studi
Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2024.



21

kasus untuk memahami mekanisme pembatalan sertifikat hak
atas tanah dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Kedua penelitian juga sama-sama fokus pada analisis
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
sertifikat. Perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian
dan jenis pengadilan yang dikaji. Penelitian Marsella
menganalisis pembatalan sertifikat melalui putusan PTUN
(aspek administratif) dengan fokus pada mekanisme
pelaksanaan pembatalan oleh Kantor Pertanahan, sedangkan
penelitian yang dilakukan menganalisis putusan Pengadilan
Negeri (aspek perdata) dengan fokus spesifik pada pembuktian
kekeliruan letak objek tanah dan bagaimana hakim membobot

berbagai alat'bukti dalam menentukan kekeliruan tersebut.

Kedua, penelitian  Adyana” Karunyabuddhi dan Siti
Malikhatun Badriyah (2024) dengan judul "Analisis Yuridis
Pembatalan 56 Sertifikat HM di Kelurahan Tanjung Mas

Semarang".!! Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal

1" Adyana Karunyabuddhi dan Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis
Yuridis Pembatalan 56 Sertifikat HM di Kelurahan Tanjung Mas
Semarang," NOTARIUS, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 292-310.
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NOTARIUS Volume 17 Nomor 1 Tahun 2024 yang mengkaji
pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan massal 56
sertifikat hak milik dan perlindungan hukum bagi pemegang
sertifikat yang dibatalkan. Penelitian ini menganalisis dua
putusan PTUN yaitu Putusan Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg
dan Putusan Nomor 019/G/2017/PTUN.Smg yang kemudian
dikuatkan hingga tingkat kasasi. Fokus utama penelitian ini
adalah pada konflik antara PT. KAI yang berpegang pada
Grondkaart sebagai alas hak dengan warga yang memiliki
sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kota Semarang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah
sama-sama ‘menganalisis ‘pertimbangan-hakim dalam kasus
pembatalan sertifikat menggunakan metode yuridis normatif
dan sama-sama mengkaji aspek perlindungan hukum bagi
pemegang sertifikat. Perbedaan signifikan terletak pada ruang
lingkup dan karakteristik kasus. Penelitian Karunyabuddhi dan
Badriyah mengkaji kasus pembatalan massal yang melibatkan

konflik kepentingan antara BUMN dengan masyarakat,
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sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada kasus
individual dengan penekanan pada aspek teknis pembuktian
kekeliruan letak objek tanah melalui analisis beban

pembuktian dan pembobotan alat bukti yang lebih spesifik.

Ketiga, penelitian Ni Made Silvia Gayatri, [ Putu Gede
Seputra, dan Luh Putu Suryani (2021) dengan judul
"Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat
Administrasi".!? Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal
Analogi Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 yang
mengkaji secara teoritis dasar hukum pembatalan sertifikat
yang mengalami cacat administrasi dan akibat hukumnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan
terkait pembatalan sertifikat, mulai .dari UUPA, PP No. 24

Tahun 1997, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN. Fokus

12 Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani,
"Pembatalan  Sertifikat Hak  Milik Atas Tanah Akibat Cacat
Administrasi," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 79-83.
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penelitian ini adalah pada klasifikasi jenis-jenis cacat

administrasi dan mekanisme pembatalannya secara normatif.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah
sama-sama membahas cacat administrasi sebagai dasar
pembatalan sertifikat dan menggunakan pendekatan yuridis
normatif dalam analisisnya. Perbedaan utama terletak pada
kedalaman analisis empiris dan spesifikasi objek kajian.
Penelitian Gayatri dkk. bersifat teoretis-normatif yang
membahas cacat administrasi secara umum tanpa menganalisis
kasus konkret, sedangkan penelitian yang dilakukan bersifat
normatif yang menganalisis secara mendalam bagaimana teori
pembuktian diterapkan dalam kasus nyata, khususnya dalam
hal kekeliruan letak objek tanah dengan mengkaji secara detail
proses beban pembuktian” dan pertimbangan hakim dalam

menilai kredibilitas berbagai alat bukti.

Keempat, M. Mappasessu (2022) dalam penelitiannya
berjudul “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa Hak
Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No.

6/Pdt.G/2020/PN Wsn)” mengkaji penerapan teori pembuktian
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dalam sengketa hak milik atas tanah melalui studi putusan
Pengadilan Negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim
dalam perkara sengketa tanah tidak selalu menyebutkan teori
pembuktian secara eksplisit, namun secara substantif
menerapkan prinsip pembuktian bebas (vrije
bewijswaardering) dengan menilai seluruh alat bukti secara
menyeluruh untuk mencapai keyakinan atas kebenaran

materiil.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
dilakukan terletak pada penggunaan studi putusan Pengadilan
Negeri serta fokus pada pembuktian dan pertimbangan hakim
dalam sengketa pertanahan. Adapun perbedaannya, penelitian
Mappasessu membahas'sengketa hak milik 'secara umum dan
tidak“secara 'khusus mengkaji kekeliruan letak objek tanah
maupun konflik antara sertifikat hak milik dan alat bukti non-
sertifikat seperti Letter C. Oleh karena itu, penelitian ini

melengkapi penelitian tersebut dengan fokus yang lebih
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spesifik pada pembuktian kekeliruan letak objek tanah serta

implikasinya terhadap kepastian hukum pemegang sertifikat.!'?

Kelima, Annisa Oktaviani P. dan Harjono (2017) dalam
artikelnya “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam
Pemeriksaan — Sengketa Kepemilikan Tanah” mengkaji
kedudukan Letter C sebagai alat bukti dalam sengketa
kepemilikan tanah dengan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Letter C bukan merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersifat menentukan,
melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang
kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim

terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Persamaan,, penelitian ini fdengan spenelitian yang
dilakukanterletak pada pembahasan Letfer C sebagai alat bukti
dalam sengketa pertanahan serta peran hakim dalam

melakukan pembobotan alat bukti. Perbedaannya, penelitian

13 M. Mappasessu, “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa
Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No.
6/Pdt.G/2020/PN Wsn),” Indonesian Journal of Law and Family 4,no. 2 (2022),
hlm. 169-173
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Annisa dan Harjono tidak menggunakan studi putusan konkret
dan tidak membahas konflik antara Letter C dan sertifikat hak
milik dalam konteks kekeliruan letak objek tanah. Dengan
demikian, penelitian ini melengkapi kajian tersebut melalui
analisis empiris atas pertentangan alat bukti dalam satu putusan
perdata serta dampaknya terhadap kepastian dan perlindungan

hukum bagi pemegang sertifikat.!*

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tampak bahwa
penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek
pembatalan sertifikat hak atas tanah dari perspektif
administratif (melalui PTUN), konflik kepentingan massal,
dan landasan teoretis cacat administrasi. Namun, belum ada
penelitian * ' “yang-‘'secara - ' spesifik- ' ‘dan = mendalam
menganalisis aspek pembuktian kekelitruan letak objek tanah
dalam perkara perdata dengan fokus pada mekanisme beban
pembuktian dan metodologi hakim dalam membobot alat

bukti. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak

4 Annisa Oktaviani P. dan Harjono, “Kekuatan Pembuktian Surat
Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Kepemilikan Tanah,” Diponegoro Law
Journal 6, no. 2 (2017), hlm. 42-46
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membahas aspek administratif pembatalan atau konflik
kepentingan makro, sedangkan aspek teknis pembuktian
kekeliruan letak dengan analisis detail terhadap pertimbangan
hakim dalam menilai kekuatan pembuktian antara sertifikat,
peta ukur, Letter C, dan keterangan saksi belum dikaji secara

komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi
celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam
bagaimana sistem pembuktian dalam perkara perdata
diterapkan untuk menentukan kekeliruan letak objek tanah,
bagaimana hakim melakukan pembobotan terhadap berbagai
alat bukti yang saling bertentangan, dan sejauh mana
pertimbangan tersebut’ mencerminkan asas' kepastian hukum
dan perlindungan hukum’ bagi pemegang “sertifikat yang

beritikad baik.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjadi landasan konseptual untuk

menganalisis pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam
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perkara perdata, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan
Negeri Mojokerto No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Teori ini
dibangun di atas tiga pilar utama: teori kepastian hukum, teori

pembuktian, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Beban Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, pembuktian
merupakan tahap penting karena melalui pembuktian
hakim menentukan kebenaran dalil yang diajukan oleh para
pithak. Salah satu prinsip mendasar dalam pembuktian
perdata adalah teori beban pembuktian, yaitu prinsip yang
mengatur pembagian kewajiban pembuktian di antara para
pihak yang bersengketa.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa beban
pembuktian . dalam, perkara perdata ,pada dasarnya
dibebankan kepada pihak yang mendalilkan adanya suatu
hak atau peristiwa hukum. Prinsip ini dimaksudkan untuk
menjaga keseimbangan kedudukan para pihak serta

mencegah hakim menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi
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atau dugaan semata.'> Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo
menegaskan bahwa beban pembuktian juga berimplikasi
pada akibat hukum apabila pihak yang dibebani
pembuktian tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga
dalil tersebut harus dianggap tidak terbukti.'®

Dalam sengketa pertanahan yang melibatkan
kekeliruan letak objek tanah, teori beban pembuktian
menjadi sangat relevan karena para pihak saling
mendalilkan kebenaran atas objek tanah yang sama. Oleh
karena itu, teori beban pembuktian menurut Sudikno
Mertokusumo digunakan dalam penelitian ini sebagai
landasan konseptual untuk —menganalisis bagaimana
pembuktian kekeliruan letak objek> tanah dilakukan oleh
para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN * Mjk; serta" kesesuaiannya

dengan rumusan masalah pertama penelitian.

15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia

(Yogyakarta: Liberty, 2010), 134.
16 Ibid. ., 136.
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2. Teori Pembuktian Bebas

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki
kewenangan untuk menilai kekuatan alat bukti yang
diajukan para pihak. Prinsip ini dikenal sebagai teori
pembuktian bebas (vrije bewijswaardering), yaitu teori
yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk
membobot alat bukti berdasarkan keyakinannya setelah
mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di
persidangan. !’

Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa
kebebasan hakim dalam menilai alat bukti tidak bersifat
sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada
pertimbangan yang rasional dan dapat

18

dipertanggungjawabkan dalam putusan.”® Prinsip ini

menjadi relevan dalam sengketa pertanahan yang

17 M. Mappasessu, “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa
Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No.
6/Pdt.G/2020/PN Wsn),” Indonesian Journal of Law and Family 4, no. 2 (2022):
169-171.

18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia

(Yogyakarta: Liberty, 2010), 140.
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melibatkan kekeliruan letak objek tanah, karena perkara
semacam ini sering memperlihatkan pertentangan antara
alat bukti yang berbeda, sehingga menuntut hakim untuk
menentukan kebenaran materiil melalui pembobotan alat
bukti.

Oleh karena itu, teori pembuktian bebas menurut
Sudikno Mertokusumo digunakan dalam penelitian ini
sebagai landasan untuk menganalisis pertimbangan hakim
dalam menilai dan membobot alat bukti dalam Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN

Mjk, sesuai dengan rumusan masalah kedua penelitian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan
utama dari penyelenggaraan hukum dalam negara hukum.
Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan hukum subjek hukum dari tindakan yang
merugikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum

secara adil.
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Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan
utama dari penyelenggaraan hukum dalam negara hukum.
Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan hukum subjek hukum dari tindakan yang
merugikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum
secara adil.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa
perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi
kepentingan hukum seseorang melalui dua bentuk, yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan hukum
yang memberikan kepastian.dan rambu-rambu bagi subjek
hukum; sedangkan perlindungan hukum represif diberikan
melalui‘mekanisme’ penyelesaian ‘sengketa oleh lembaga

peradilan.'

19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia
(Surabaya: Bina [lmu, 1987). Him. 2
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Dalam konteks hukum pertanahan, perlindungan
hukum menjadi penting karena hak atas tanah memiliki
nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Sertifikat hak atas
tanah pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk
perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak yang
beritikad baik. Namun, ketika terjadi sengketa dan
sertifikat  tersebut  dipersoalkan di  pengadilan,
perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan
hakim yang menilai dan menentukan pihak yang berhak
secara hukum.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menurut
Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini sebagai
landasan;untuk menganalisis apakah. putusan Pengadilan
Negeri ' Mojokerto Nomor. 32/Pdt.G/2023/PN- Mjk telah
memberikan' perlindungan  hukum " yang proporsional
kepada pemegang sertifikat hak milik, sesuai dengan fokus
dan rumusan masalah penelitian.Dalam konteks hukum
pertanahan, perlindungan hukum menjadi penting karena

hak atas tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang
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tinggi. Sertifikat hak atas tanah pada dasarnya
dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum
preventif bagi pemegang hak yang beritikad baik. Namun,
ketika terjadi sengketa dan sertifikat tersebut dipersoalkan
di pengadilan, perlindungan hukum represif diwujudkan
melalui putusan hakim yang menilai dan menentukan pihak
yang berhak secara hukum.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menurut
Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini sebagai
landasan untuk menganalisis apakah putusan Pengadilan
Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk telah
memberikan perlindungan hukum yang proporsional
kepada pemegang sertifikat hakimilik, sesuai dengan fokus

dan rumusan masalah penelitian.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab
permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim

dalam memutus perkara kekeliruan letak objek tanah
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berdasarkan alat bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri

Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai
norma dengan menelaah peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.
Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian
penelitian in1 berupa pertimbangan hakim dalam putusan

pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki ~menyatakan bahwa
penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah
bahan, hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk
meénjawab dsu hukum yang /dihadapi.?® ©leh karena itu,

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta:
Kencana, 2017), hlm. 181.
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menganalisis permasalahan pembuktian dan perlindungan

hukum dalam sengketa pertanahan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kasus (case approach), yaitu dengan mengkaji Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN
Mjk guna memahami penerapan hukum dan pertimbangan

hakim dalam perkara perdata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian iniadalah deskriptif-analitis.
Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis. dan rinci mengenai
fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, dan alat bukti
yang 'digunakan dalam /Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN
Mjk. Analitis, karena data ;yang telah /terkumpul tidak
hanya dipaparkan, tetapi juga dianalisis secara mendalam
menggunakan kerangka teori yang telah disusun untuk

menjawab rumusan masalah.
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap guna memahami penerapan norma
hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu
perkara. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
Putusan ~ Pengadilan  Negeri  Mojokerto = Nomor
32/Pdt.G/2023/PN Mjk yang berkaitan dengan pembuktian
kekeliruan letak objek tanah dan perlindungan hukum bagi

pemegang sertifikat hak milik.

4. 'Sumber Data Penelitian

a. Data Primer
Metode ni dilakukan dengan
mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan

hukum. Dokumen utama yang dikaji adalah
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Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, yang
dipelajari secara mendalam dari segi fakta hukum,
pertimbangan hukum (ratio decidendi), hingga

amar putusan.

. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah
bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan dan analisis terhadap
bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku hukum yang membahas
hukum  acara  perdata,  hukum
pembuktian, dan hukum pertanahan;

24 WJurnal thukumyidan: artikel ilmiah yang
berkaitan dengan sengketa pertanahan
dan pembuktian perdata;

3. Hasil penelitian, skripsi, tesis, dan
disertasi yang relevan dengan objek

penelitian.
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¢. Data Pendukung

Selain bahan hukum primer dan sekunder,
penelitian ini juga menggunakan data pendukung
berupa hasil wawancara terbatas dengan Hakim
Pengadilan Negeri dan Pihak Badan Pertanahan
Nasional. Data pendukung ini digunakan untuk
memperkuat dan memperjelas analisis normatif,
tanpa menjadikannya sebagai sumber data utama

penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Metode ini dilakukan dengan
mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan
hukum primer dan sekunder. Dokumen utama yang
dikaji adalah Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk,
yang dipelajari secara mendalam dari segi fakta
hukum, pertimbangan hukum (ratio decidendi),

hingga amar putusan.
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b. Wawancara

dengan

Wawancara semi-terstruktur  dilakukan

narasumber yang kompeten untuk

memperdalam pemahaman mengenai praktik

penerapan hukum. Narasumber yang dituju adalah:

1.

Hakim Pengadilan Negeri
Mojokerto: Untuk memperoleh wawasan
mengenai pertimbangan praktis dalam
menilai alat bukti sengketa tanah dan
penerapan asas beban pembuktian.

Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN):
Pejabat BPN dipilih sebagai narasumber
untuk ' - memberikan« : keterangan  dan
pandangan = praktis terkait.  proses
administrasi pertanahan, pendaftaran tanah,
serta penanganan permasalahan mengenai
kekeliruan letak objek tanah. Wawancara
ini bertujuan untuk mendukung analisis

normatif melalui data dan informasi yang
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berkaitan dengan pelaksanaan hukum

pertanahan dalam praktik

c. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan
metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini
dimulai dengan memilah data yang relevan, kemudian
menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi
untuk dianalisis secara deduktif. Analisis dilakukan
dengan menerapkan kerangka teori tentang kepastian
hukum, pembuktian, dan petlindungan hukum terhadap
kasus konkret yang diteliti untuk menjawab rumusan
masalah-" dan * ‘menghasilkan * kesimpulan yang

argumentatif.

G. Sistematika PENULISAN

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian

Kekeliruan Letak Objek Tanah dalam Perkara Perdata (Studi



43

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk)” memiliki sistematika
penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni membahas tinjauan umum mengenai
sistem pembuktian dalam sengketa tanah yang meliputi: asas
dan teori beban pembuktian dalam hukum acara perdata, jenis-
jenis alat bukti, serta kekuatan dan pembobotan alat bukti
dalam perkara pertanahan.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai
gambaran, perkara dani analisis, jyuridis< Putusan Pengadilan
Negeri Mojokerto Nemor 32/Pdt. G/2023/PN Mjk, yang terdiri
dari kronolegi dan duduk perkara, alat bukti para pihak, serta
analisis pertimbangan hakim terkait pembuktian kekeliruan

letak objek tanah berdasarkan kerangka teori.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap pembuktian

kekeliruan letak objek tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri



44

Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk serta analisis
pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik.
Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori yang telah

diuraikan pada Bab II.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi
kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang
berupa rekomendasi praktis bagi pengadilan dan Badan
Pertanahan Nasional terkait penerapan standar pembuktian

dalam sengketa pertanahan.
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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk mengenai pembuktian
kekeliruan letak objek tanah dalam perkara perdata, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembuktian Kekeliruan Letak Objek

Tanah

Mekanisme pembuktian kekeliruan letak objek tanah
dalam putusan a.quo menerapkan asas actor,incumbit probatio
secara konsisten, dizmana beban pembuktian diletakkan pada
para penggugats selaku' pihak yang mendalilkan adanya
kekeliruan letak objek. Para penggugat wajib membuktikan
bahwa tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 462 Persil
97 S II atas nama almarhum Supardi identik secara fisik dan

yuridis dengan objek yang tercakup dalam Sertifikat Hak Milik

163
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Nomor 439. Pembuktian ini tidak cukup hanya dengan
menunjukkan riwayat penguasaan historis melalui Letter C,
keterangan saksi, dan dokumen administratif desa, melainkan
harus mampu membangun hubungan yang meyakinkan antara

dokumen tersebut dengan objek sengketa di lapangan.

Hakim menerapkan prinsip pembuktian bebas (vrije
bewijswaardering) dengan membobot seluruh alat bukti secara
menyeluruh, namun tetap menempatkan sertifikat hak milik
sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lebih
kuat dibandingkan Letter C dan keterangan saksi. Hasil
pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada
tanggal 15 September 2023 berfungsi sebagai sarana untuk
mencocokkan data ‘yuridis-dengan kondisi ‘fisik objek tanah,
namun tidak’ mengubah kesimpulan bahwa para penggugat
gagal membuktikan identitas objek sengketa. Kegagalan
pembuktian tersebut terutama terletak pada ketidakmampuan
para penggugat menunjukkan bahwa SHM Nomor 439 yang

terbit pada 20 September 1996 berdasarkan konversi hak lama
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berasal dari tanah yang sama dengan tanah Supardi, karena

asal-usul kedua bidang tanah tersebut berbeda secara yuridis.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan

Perlindungan Hukum kepada Pemegang Sertifikat

Pertimbangan hakim dalam putusan a quo telah
memberikan perlindungan hukum represif yang proporsional
kepada pemegang sertifikat hak milik. Perlindungan tersebut
diwujudkan melalui penolakan gugatan yang tidak didukung
pembuktian yang memadai, sehingga status hukum pemegang
sertifikat tetap diakui dan tidak diganggu oleh klaim yang tidak
terbukti. Hakim mempertimbangkan bahwa sertifikat hak milik
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian
sempurna berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan berfungsi
sebagai, alat bukti yang kuat mengenai _data fisik dan data

yuridis sesuai Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Perlindungan hukum yang diberikan bukan bersifat
mutlak, melainkan perlindungan yang diberikan setelah

pengadilan memeriksa secara saksama seluruh alat bukti dan
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menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap sertifikat tidak
terbukti secara hukum. Pertimbangan hakim juga
mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum dengan
cara mengidentifikasi isu pokok sengketa, meluruskan asal-
usul sertifikat, membedakan antara riwayat penguasaan
historis dan identitas objek hukum, serta menyusun alasan
hukum yang runtut mengarah pada amar putusan yang tegas.
Dengan menolak gugatan yang tidak mampu membuktikan
kekeliruan letak objek, pengadilan tidak hanya mengakhiri
konflik antar pihak, tetapi juga menegaskan kembali status
hukum tergugat sebagai pemegang hak yang sah dan
melindungi kewibawaan sistem pendaftaran tanah dari gugatan

yang lemah;pembuktiannya.

Kepastian' hukum “yang~ dibangun “hakim melalui
putusan ini juga mendukung keadilan yang terukur dan
kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak, karena
hakim tetap membuka ruang pembuktian bagi penggugat
namun pada akhirnya mempertahankan status hukum yang

lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dalil tidak
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terbukti. Dengan demikian, putusan ini memberikan
perlindungan hukum represif yang seimbang antara
kepentingan pemegang sertifikat yang beritikad baik dan
prinsip keterbukaan terhadap koreksi apabila terdapat cacat

hukum yang terbukti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk,
peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi praktis
bagi penegak hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan para
pemangku kepentingan dalam sistem hukum pertanahan di

Indonesia:

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri

Hakim ‘dalam memeriksa perkara sengketa kekeliruan
letak objek tanah perlu menetapkan secara jelas dan eksplisit
dalam pertimbangan hukum mengenai isu pokok yang menjadi
fakta inti pembuktian, yaitu identitas yuridis objek sengketa,

bukan semata-mata riwayat penguasaan historis. Penetapan isu
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pokok yang tepat sejak awal pemeriksaan perkara akan
membantu hakim dalam menentukan pembagian beban
pembuktian secara proporsional dan mengarahkan para pihak
untuk mengajukan alat bukti yang relevan dengan persoalan

hukum yang sebenarnya.

Dalam menerapkan prinsip pembuktian bebas (vrije
bewijswaardering), hakim disarankan untuk menyusun
pertimbangan hukum yang lebih rinci dan sistematis mengenai
proses pembobotan alat bukti, khususnya ketika terdapat
pertentangan antara sertifikat hak milik sebagai akta otentik
dengan alat bukti lain seperti Letter C, keterangan saksi, dan
dokumen administratif desa. Penjelasan yang lebih detail
mengenai ‘alasan’ hakim' menerima’ atau menolak suatu alat
bukti akan meningkatkan transparansi proses peradilan dan
memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak

yang berperkara.

Hakim juga disarankan untuk secara konsisten
memanfaatkan pemeriksaan setempat (descente) dalam

perkara sengketa pertanahan yang melibatkan dugaan
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kekeliruan letak objek tanah, serta menuangkan hasil
pemeriksaan setempat tersebut secara lebih komprehensif
dalam pertimbangan hukum putusan. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya
didasarkan pada dokumen tertulis, tetapi juga pada kondisi
fisik objek sengketa yang sesungguhnya di lapangan, sehingga
putusan dapat dilaksanakan secara konkret tanpa menimbulkan

persoalan baru pada tahap cksekusi.

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan
ketelitian dan kehati-hatian dalam ‘proses pengukuran,
pemetaan, dan penetapan batas bidang tanah pada tahap
pendaftaran tanah untuk,meminimalkan.terjadinya cacat
administrasi-. berupa kekeliruan letak objek tanah.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas ukur,
penggunaan teknologi pengukuran yang lebih akurat, dan
pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap dokumen

pertanahan yang telah diterbitkan merupakan langkah
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preventif yang penting untuk mencegah timbulnya

sengketa pertanahan di kemudian hari.

Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia disarankan
untuk menyusun dan menyebarluaskan pedoman teknis
yang lebih jelas mengenai prosedur penanganan pengaduan
masyarakat terkait dugaan kekeliruan letak objek tanah,
termasuk mekanisme pemeriksaan lapangan, verifikasi
data yuridis dan data fisik, serta koordinasi dengan
pemerintah desa dan para pihak yang berkepentingan.
Pedoman teknis tersebut harus disusun dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan
hukum bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik dan
perlindungan’ terhadap pihak ‘yang ‘merasa memiliki hak
yang lebih kuat, sehingga dapat menjadi” acuan yang
konsisten dalam penyelesaian sengketa pertanahan di

tingkat administratif sebelum dibawa ke pengadilan.

Badan  Pertanahan  Nasional juga  perlu
meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada

masyarakat mengenai kedudukan Letter C sebagai alat
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bukti dalam sengketa pertanahan, perbedaan antara Letter
C dan sertifikat hak atas tanah, serta pentingnya melakukan
pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum.
Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan
hukum di tingkat desa, kampanye media sosial, maupun
kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi

masyarakat.

. Bagi Advokat dan Kuasa Hukum

Para advokat yang menangani perkara sengketa
pertanahan, khususnya yang melibatkan dalil kekeliruan
letak objek tanah, disarankan untuk melakukan analisis
awal yang mendalam mengenai kesesuaian antara data
administratif klien dengan data pertanahan formal yang
tercatat. di . Kantor, Pertanahan’ sebelum mengajukan
gugatan. Analisis awal tersebut mencakup penelusuran
asal-usul hak, pengecekan riwayat sertifikat yang
dipersoalkan, dan perbandingan antara data fisik di
lapangan dengan gambar situasi yang diterbitkan oleh

Badan Pertanahan Nasional.
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Dalam menyusun gugatan, advokat perlu
memastikan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak hanya
bertumpu pada riwayat penguasaan historis, tetapi juga
mampu membangun hubungan yang jelas dan meyakinkan
antara dokumen yang dimiliki klien dengan identitas fisik
dan yuridis objek tanah yang disengketakan. Hal ini
penting karena beban pembuktian dalam perkara
kekeliruan letak objek tanah terletak pada pihak yang
mendalilkan adanya kekeliruan tersebut, sehingga
kegagalan dalam membuktikan identitas objek akan

mengakibatkan seluruh petitum gugatan ditolak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian, ini terbatas ,pada, analisis. satu putusan
pengadilan mengenai pembuktian kekeliruan letak objek tanah
dalam perkara perdata. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya
disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap
beberapa putusan pengadilan dengan karakteristik sengketa
yang serupa untuk menemukan pola pertimbangan hakim yang

lebih umum dan menilai konsistensi penerapan teori beban
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pembuktian serta teori pembuktian bebas dalam praktik

peradilan.

Penelitian lebih lanjut juga dapat diarahkan pada kajian
mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa
pertanahan di luar pengadilan, seperti mediasi pertanahan yang
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagai alternatif
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien
dibandingkan jalur litigasi. Selain itu, penelitian mengenai
implementasi teknologi informasi dalam sistem pendaftaran
tanah, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG)
dan basis data pertanahan digital, juga penting untuk dikaji
sebagai upaya pencegahan kekeliruan letak objek tanah di

masa mendatang.
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